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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X, mengetahui dampak dari 

keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X, mengetahui proses 

penanganan keterlambatan oleh PT X pada pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 

21 tahun pajak 2017. Subjek yang dibahas dalam kasus tugas akhir ini adalah pegawai 

dari PT X, pegawai dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kimia 

di sebuah daerah di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini adalah metode studi kasus, Penulis melakukan analisis terhadap kasus melalui  

wawancara terhadap staff kantor magang yang terkait dengan penyelesaian kasus ini. 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa 

penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 untuk tahun pajak 

2017 atas biaya gaji tenaga kerja pada PT X adalah terjadinya human error dan 

ketidaktahuan wajib pajak, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah PT X belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya dan diterbitkannnya SP2DK oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat untuk 

meminta keterangan serta pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya, PT X 

melalui segala proses penanganan kasus dengan mudah, sesuai undang-undang, dan 

lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan lagi untuk kewajiban perpajakan pada tahun-

tahun pajak berikutnya.  

 

Kata Kunci: Keterlambatan Pelaporan, Human Error, Pajak Penghasilan 

Pasal 21.                  
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ABSTRACT 

 

The purpose of writing this final project is to find out the causes of delays in 

reporting income tax 21 on PT X, knowing the impact of late income tax reporting 

21 on PT X, knowing the process of handling delays by PT X on its tax reporting 

for the 21st income tax return for the 2017 tax year. The subject discussed in this 

final project case is an employee of PT X, an employee of a company engaged in 

the chemical industry in an area in East Java. The method used in the preparation 

of this final project is the case study method, the author analyzes the case through 

interviews with intern office staff related to solving this case. Based on the 

description of the discussion that has been described, it can be concluded that the 

cause of the delay in reporting income tax 21 for the 2017 tax year on the cost of 

labor salaries at PT X is the occurrence of human error and ignorance of taxpayers, 

so that the impact caused is that PT X has not fulfilled its tax obligations and the 

issuance of SP2DK by the Directorate General of Taxes (DJP) through the local 

Primary Tax Service Office (KPP) to ask for information and accountability for its 

tax obligations, PT X goes through all the process of handling cases easily, 

according to the law, and more thoroughly so that there are no more mistakes for 

tax obligations in subsequent tax years. 

 

Keywords: Late Reporting, Human Error, Income Tax Article 21.                  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hal utama dari kewajiban pajak selain membayarkan pajak adalah 

pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara berkala dan diharap 

melaporkan secara real dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan 

pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam 

proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data 

lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi 

Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang 

merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada  

Kesadaran wajib pajak sangatlah berperan penting bagi Wajib Pajak 

dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan 

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki 

kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan 

perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami 

bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, 

membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Kesadaran Wajib 

Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa 

pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan 

penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang 

diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012). 

Selain kesadaran Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, tak 

jarang juga Wajib Pajak melakukan kesalahan pelaporan karena pemahaman 

tentang ilmu perpajakan yang rendah. Kondisi ini dapat menghambat 

kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kemungkinan dampak 

yang terjadi seperti pelaporan yang seadanya, fiktif, dan tidak real.  



                     

                    IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA                  2 

 

TUGAS AKHIR SP2DK ATAS KETERLAMBATAN… HANNY ANISA R. 

Sebagian wajib pajak juga ada yang masih abai dan tidak menempatkan 

administrasi pajak sebagai prioritas utama. Keuntungan bisnis menjadi 

orientasi tanpa berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. 

Seperti yang dialami oleh wajib pajak badan PT X, perusahaan yang bergerak 

dalam industri produksi ban, dalam tahun pajak 2017 nya terdapat kesalahan 

pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas biaya gaji pegawai. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Laporan Tugas Akhir ini berjudul 

“SP2DK Atas Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 Mengenai Biaya Gaji 

Tenaga Kerja”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Apa penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 

21 pada PT X?  

2. Apa dampak dari terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 

21 pada PT X?  

3. Bagaimana proses penanganan keterlambatan oleh PT X pada 

pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 21 tahun pajak 2017? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak 

penghasilan 21 pada PT X. 

2. Mengetahui dampak dari keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 

21 pada PT X. 

3. Mengetahui proses penanganan keterlambatan oleh PT X pada 

pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 21 tahun pajak 2017. 

 

1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat dari penyusunan dan penyelesaian kasus dalam Tugas 

Akhir ini kiranya dapat memberikan pengetahuan serta penerapan secara teori yang 
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penulis dapatkan selama menjalani studi perkuliahan, memahami materi Pajak 

Penghasilan 21 secara lebih dalam, membantu PT X dalam melaksanakan 

kewajiban pelaporan perpajakannya di masa yang akan datang agar tidak 

melakukan kesalahan lagi, dan dapat menjadi referensi literatur di bidang 

perpajakan bagi seluruh mahasiswa Universitas Airlangga serta bagi siapa saja 

terutama wajib pajak yang sedang mengalami hal serupa, harapannya dengan 

adanya karya Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh penulis dapat membantu dan 

memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dialami wajib pajak.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21 

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang 

berlandaskan hukum, antara lain : 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Wajib 

Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, 

dan menandatanganinya 

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembetulan 

SPT oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan pernyataan tertulis. 

3. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 

4. UU No. 7 2021 tentang besaran tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

5. Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang subjek Pajak Penghasilan Pasal 21  

6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang objek Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan  pengecualiannya 

7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang batas akhir pembetulan 

SPT Tahunan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan 

8. Pasal 9 ayat (3) UU KUP tentang Surat Tagihan Pajak (STP) 

9. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak 

dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan 

kunjungan kepada Wajib Pajak 

 

2.2 Pajak Penghasilan 21 

Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang diterima atau diperoleh 
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Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja 

yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai; bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun 

dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan 

yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan 

pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan 

negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi 

kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas 

adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi 

internasional maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya disingkat Pasal 26). 

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak 

untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi 

dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak 

tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah 

dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang 

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif 

pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud 

dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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2.2.1 Subjek PPh 21 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh 

Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan : 

1. Pegawai 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, 

komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, 

elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi 

jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau 

yang menjadi perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct 

selling dan kegiatan sejenis lainnya 

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 

merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang 

sama; 

5. Mantan pegawai: 
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6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, 

antara lain : 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau 

kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan dan pelatihan; 

e. Peserta kegiatan lainnya 

 

2.2.2 Yang Tidak Termasuk Subjek PPh 21 

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang 

Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah : 

1. Pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang 

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya 

tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik; 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia. 

 

2.2.3 Objek PPh 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 

adalah: 
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1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik 

berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak 

Teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun 

secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan 

sejenisnya; 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan 

sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 

(dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, 

berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 

borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa 

honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama 

dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa 

yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, 

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau 

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan 

imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat 

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan 

komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus 

atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau 

diperoleh mantan pegawai; atau 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari 
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dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau 

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

diberikan oleh: 

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat 

final; atau 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 

norma penghitungan khusus (deemed profit). 

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai 

wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.) 

 

2.2.4 Yang Tidak Termasuk Objek PPh 21 

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan 

asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 

beasiswa; 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam 

bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau 

pemerintah; 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran 

tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara 

jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima 
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oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3 Tarif PPh 21  

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak 

pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif tertinggi 30%. Dalam 

RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang 

perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 

pribadi berapa persen untuk mengetahui besaran PPh Terutang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Besaran Tarif Pajak Penghasilan 21 

Lapisan 

Tarif 

Rentang Penghasilan 

(UU PPh) 

Tarif Rentang Penghasilan 

(RUU HPP) 

Tarif 

I Rp0 – 50 juta 5% Rp0 – 60 juta 5% 

II >Rp50 – 250 juta 15% >Rp60 – 250 juta 15% 

III >Rp250 – 500 juta 25% >Rp250 – 500 juta 25% 

IV >Rp500 juta 30% >Rp500 juta – 5 miliar 30% 

V - - >Rp5 miliar  35% 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 

sebesar dua kali lipat lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah 

memiliki NPWP. 
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2.4 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh 21  

Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan 

pajak untuk SPT Masa, yaitu : 

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari 

libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran 

pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk 

penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Batas waktu pembayaran paling lambat SPT Masa Pajak 

Penghasilan 21 yang diatur dalam Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah 

tanggal 10 bulan berikutnya, sementara batas waktu pelaporan paling 

lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan 

pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21, maka besaran sanksi yang 

dikenakan sebesar Rp100.000,00 per-masa pajaknya.  

 

2.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

SP2DK merupakan singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas 

Data dan/atau Keterangan. Dalam hal ini, SP2DK pajak adalah surat yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP) 

karena adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi atau belum 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, fungsi 

SP2DK adalah untuk memberi kesempatan bagi Wajib Pajak dalam 

melakukan self-assesment, dalam bentuk reviu maupun klarifikasi terhadap 

kewajiban perpajakannya. 
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

 

3.1 Objek 

Objek yang dibahas dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul SP2DK 

Atas Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 Mengenai Biaya Gaji Tenaga Kerja ini 

adalah PT X yang terletak di sebuah daerah Kota Sidoarjo, Jawa Timur. PT X 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia yang menghasilkan 

produk berupa ban luar serta ban dalam dari alat transportasi sepeda dan becak. 

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan ban ini sebagian besar dapat 

diperoleh dari dalam negeri. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari 

Absolution Registered Tax Consultant yang merupakan salah satu Kantor 

Konsultan Pajak berlokasi di Jalan Barito No. 2A, Kecamatan Darmo, Kota 

Surabaya, Jawa Timur. 

 

3.2 Waktu 

Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 

2023. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada tanggal 11 

Maret 2023 hingga tanggal 31 Maret 2022. Pengajuan topik Tugas Akhir dilakukan 

pada tanggal 31 Maret 2023. Proses penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan selama 

21 hari bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2023 hingga saat ini. 

Tabel 3. 1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir 

No Kegiatan 
2023 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 Perolehan Data       

2 Penyusunan Tugas Akhir       

3 Pengumpulan Bab 1-3       

4 Pengumpulan Bab 4-5       

Sumber: Data diolah oleh Penulis 
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3.3 Metode Kajian 

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

metode studi kasus. Pengumpulan data dalam metode studi kasus dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dokumen Laporan Keuangan, dokumen SPT Tahunan, 

dokumen SPT Masa PPh 21, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan dokumen 

SP2DK atas izin kantor konsultan terkait. Pengumpulan data juga dilakukan secara 

observasi partisipatif yaitu melakukan wawancara kepada staff konsultan pajak di 

tempat magang yang menangani kasus tersebut guna memperoleh informasi dan 

juga melakukan studi literatur yang diambil dari beberapa jurnal yang telah 

dilakukan dalam penelitian sebelumnya serta Undang-Undang Perpajakan, dan 

Peraturan Pemerintah yang berlaku. 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pelaksanaan 

PT X merupakan badan perusahaan yang terletak di sebuah daerah Kota 

Sidoarjo, Jawa Timur. PT X merupakan perusahaan lokal yang bergerak di 

bidang industri kimia yang menghasilkan produk berupa ban luar serta ban 

dalam dari alat transportasi sepeda dan becak. Omzet yang diperoleh PT X 

masih dibawah 4.800.000.000 dalam setahun, sehingga perusahaan tersebut 

termasuk non-PKP atau bukan Perusahaan Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP).  

Pada tahun pajak 2017, PT X melakukan kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak penghasilan 21 yang berupa gaji atas 

tenaga kerja atau karyawan. PT X melakukan kesalahan karena tidak 

membayarkan pajak terutang dan tidak melaporkan kewajiban pajak 

penghasilan 21 nya untuk tahun pajak 2017. Pada tahun 2022, pihak Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan kepada PT X yang bertujuan untuk meminta 

keterangan atas pertanggungjawaban kewajiban dan kepatuhan perpajakannya. 

Adapun keterangan mengenai batas waktu pembetulan dan pelaporan 

SPT Masa Pajak Penghasilan 21 adalah tidak ditentukan, sehingga berpotensi 

terjadi penumpukan kewajiban perpajakan jika tidak diketahui kesalahannya 

sedari awal. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi Wajib Pajak terutama PT 

X, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dialami PT X dalam kasus 

ini, berpotensi adanya penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan jumlah 

sanksi dan denda yang cukup besar 

 

4.2 Pembahasan 

Pada tahun 2017, terdapat kesalahan yang ditimbulkan oleh PT X 

mengenai pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21. Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, PT X tercatat belum melakukan pembayaran dan 
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pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21 untuk tahun pajak 2017 dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun setelah tahun pajak, sehingga pada tahun 2022 

pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

terdaftar menerbitkan surat SP2DK kepada PT X untuk meminta keterangan, 

penjelasan yang tepat, serta pertanggungjawaban oleh PT X atas aspek 

perpajakannya. 

 

Gambar 4. 1 SP2DK oleh PT X Tahun 2022 

Sumber : Data Internal Absolution 

Setelah melakukan analisis lebih lanjut, diketahui bahwa pada tahun 

2018 PT X telah membayarkan dan melaporkan PPh 21 masa Januari hingga 

Agustus 2017. Namun, pihak KPP setempat menyebutkan bahwa di dalam 

sistem DJP tidak terdapat pembayaran PPh 21 untuk masa Januari hingga 

Agustus 2017. Sedangkan untuk masa September hingga Desember 2017 

diketahui bahwa PT X belum melakukan pembayaran maupun pelaporan PPh 

21. Hal ini disebabkan oleh adanya kelalaian dari pegawai PT X, kelalaian 

terjadi karena adanya lupa dan kurangnya pemahaman  mengenai kewajiban 
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pajak penghasilan pasal 21 serta mekanisme pelaporannya. Dampak yang 

ditimbulkan cukup berkepanjangan, seperti PT X harus melakukan crosscheck 

data ulang, melakukan pembetulan SPT Masa, melakukan pencocokan data, 

melakukan pelaporan terhadap kewajiban perpajakan yang belum terlapor, dan 

membayar pajak kurang bayar serta sanksi dan dendanya. Hal ini tentunya 

merugikan PT X dalam berbagai hal, seperti kerugian waktu dan kerugian 

materiil berupa pembayaran untuk sanksi dan denda.  

Pada tahun 2022 PT X sudah memercayakan seluruh kewajiban 

perpajakannya kepada kantor Absolution Registered Tax Consultant, jasa 

konsultan pajak yang diketahui memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak. 

Melansir dari kegiatan wawancara dari salah satu staff Absolution yang 

bersangkutan, dalam penyelesaian kasus milik PT X ini, Ia kemudian 

melakukan pengecekan ulang data-data dan berkas-berkas yang dimiliki oleh 

PT X untuk keperluan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 

2017, dokumen-dokumen tersebut di antaranya seperti; dokumen SPT Tahunan 

Badan, dokumen SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti Penerimaan Elektronik, 

Laporan Keuangan, serta Dokumen Rincian Data Gaji Pegawai Tetap dan 

Tidak Tetap.  

Setelah itu, staff tersebut menemukan letak kesalahan dalam laporan 

keuangan milik PT X pada tahun 2017, selanjutnya Ia segera memberi tahu PT 

X mengenai kesalahan tersebut dan memberi tahu besaran jumlah pajak 

terutang yang harus dibayarkan dan segera melaporkan pajak penghasilan 21 

melalui aplikasi e-SPT PPh 21, hal yang dilakukan oleh staff tersebut adalah 

melakukan pembetulan SPT masa PPh 21 masa Januari hingga Agustus 2017. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada masa Januari hingga Agustus 

2017 PT X sudah melakukan pelaporan, namun PT X tidak melakukan 

pembayaran PPh 21 terutang, sehingga ketika dilakukan pembetulan pada BPE 

PPh 21 tertulis status SPT adalah Nihil. Sedangkan untuk masa September 

hingga Desember 2017, staff tersebut melakukan pelaporan normal karena 

sebelumnya memang belum dilaporkan oleh PT X, sehingga pada BPE PPh 21 

tertulis status SPT adalah kurang bayar.  
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Berikut perbandingan perbedaan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan SPT 

Induk PPh 21 untuk masa pajak 01 dan 09:  

 

Gambar 4. 2 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 01 

Sumber : Data Internal Absolution  

 

Menurut gambar di atas, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterima 

oleh PT X pada bulan Juli 2022 karena baru dilaporkan pada tahun 2022, 

sedangkan tahun pajak serta masa pajak yang tertera adalah masa 01-2017 atau 

Januari 2017. Hal tersebut terjadi di setiap masa pada tahun 2017, sehingga PT 

X harus segera membayarkan pajak kurang bayar serta melakukan pelaporan 

SPT Masa PPh 21 sesegera mungkin setelah mendapatkan SP2DK dari KPP di 

mana PT X terdaftar. 
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 Gambar 4. 3 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 01 

Sumber : Data Internal Absolution  

 

 

Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 09 

Sumber : Data Internal Absolution  
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Gambar 4. 5 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 09 

Sumber : Data Internal Absolution 

 

Adapun dalam penentuan besaran sanksi perpajakannya, ditetapkan 

bahwa tarif sanksi pajak dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi 

perpajakan terbaru berdasarkan KMK No. 28/KMK.10/2023. Sampai dengan 

Penulis menyelesaikan tugas akhir ini, Surat Tagihan Pajak (STP) atas 

keterlambatan pembayaran dan pelaporan oleh PT X belum diterbitkan oleh 

pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu penerbitan STP adalah 

paling lama lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Penerbitan STP dapat 

mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib 

Pajak. Pelunasan jumlah pajak yang masih kurang dibayar dan/atau sanksi 
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administrasi yang tercantum dalam STP harus dilakukan dalam jangka waktu 

1 bulan sejak tanggal ditetapkannya STP, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) 

UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP).  

 

4.3 Solusi 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa 

pada tahun 2022 PT X telah mematuhi ketentuan perpajakan dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya dengan sebagaimana mestinya dalam melakukan 

pembetulan dan pelaporan pajak penghasilan 21. Sebenarnya, mendapatkan 

surat SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

tidak selalu berarti bahwa wajib pajak sedang melakukan kesalahan, hanya saja 

wajib pajak dimintai keterangannya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Namun dalam kasus PT X ini memang terjadi kesalahan yang telah dilakukan 

yaitu tidak melaporkan pajak penghasilan 21 untuk tahun pajak 2017 dan 

terlambat sampai pada tahun 2022 SP2DK diterbitkan.  

Dalam kasus ini, langkah yang telah diambil oleh PT X untuk segera 

melaporkan kewajiban pembayaran pajak penghasilan 21 sudah benar, setelah 

SP2DK diterbitkan dan dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat, PT X telah 

merespons dan berpartisipasi dengan baik. Setelah mendapat SP2DK, PT X 

melakukan pembayaran atas PPh 21 terutang melalui bank, setelah berhasil 

melakukan pembayaran, staff dari Absolution segera melaporkan SPT Masa 

PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2017 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

e-SPT PPh 21. Hingga saat ini STP atau Surat Tagihan Pajak belum diterima 

oleh pegawai yang bertugas, harapannya setelah STP terbit, PT X bisa segera 

membayarkan tagihan sanksi pajaknya sesuai tarif suku bunga yang berlaku 

pada saat STP sudah diterbitkan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan uraian pembahaasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

adanya kesalahan pelaporan disebabkan oleh human error atau kurangnya 

pemahaman mengenai kewajiban perpajakan oleh salah satu pegawai PT X. 

Dapat diketahui juga bahwa seberapa lama pun tahun pajak yang mengalami 

kesalahan pelaporan dan penyetorannya, pihak yang berwenang atau 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mendeteksi hal-hal tersebut, sehingga 

terbitlah SP2DK untuk wajib pajak yang bersangkutan untuk dimintai 

keterangan atau penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewajiban 

perpajakannya untuk tahun tertentu. 

2. Dampak yang terjadi akibat kesalahan serta keterlambatan pelaporan pada 

PT X adalah penerbitan surat SP2DK, pengenaan sanksi administrasi berupa 

denda oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga PT X harus membayar 

lebih untuk hal tersebut karena termasuk kerugian perusahaan. 

3. Proses dalam menanggapi SP2DK serta bagaimana PT X menangani 

kekurangan kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan aturan 

perpajakan yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi teguran untuk PT X agar 

lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan pembayaran, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya untuk tahun-tahun 

selanjutnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat saran yang diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi PT X. Adapun saran tersebut adalah: 

1. PT X diharapkan untuk lebih memahami dan lebih teliti atas pelaporan 

kewajiban perpajakannya sebelum melakukan submit pelaporan surat 

pemberitahuan atau SPT. 
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2. Untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi kedepannya, dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap segala 

dokumen perlengkapan secara berkala dan meminta bantuan oleh 

professional seperti kantor konsultan pajak yang tentunya sangat bermanfaat 

dan berfungsi untuk aspek perpajakan PT X yang lebih baik. 
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